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ABSTRAK  

Dalam kurun waktu tiga tahun Indonesia mengalami gelombang pandemi Covid-19 yang 

membawa dampak perubahan pada beberapa bidang, salah satunya pada bidang politik. Hal itu 

ditandai dengan kebijakan pemerintah untuk melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak 

di tengah kondisi pandemi sehingga penelitian ini mengkaji tentang efektivitas pemilihan 

kepala daerah dengan indikator keberhasilan pemilihan kepala daerah adalah integritas 

penyelenggara dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Pendekatan penelitian 

menggunakan pendekatan literature review sebanyak 18 artikel baik jurnal ataupun berita 

dalam 3 tahun terakhir mengenai politik, demokrasi dan Covid-19. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pemilihan kepala daerah serentak yang di laksanakan di tengah pandemi 

Covid 19 memiliki dampak positif dan negatif yang harus diwaspadai. Dampak positif dari 

pelaksanaan pilkada di tengah pandemi yaitu antusias masyarakat dalam pilkada yang 

ditunjukan dengan angka  pemilih  yang  lebih  besar  dari  pada angka golput, yakni 549.044 

suara pemilih berbanding 126 suara golput, dan dampak negatif yang harus diwaspadai yaitu 

pelanggaran pada protokol kesehatan serta terjadinya pemanfaatan politik uang dalam 

penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. 

Kata kunci: Covid-19, Efektivitas, Pilkada 

 

PENDAHULUAN 

 

Sudah tiga tahun lamanya gelombang pandemi Covid-19 masih terjadi di seluruh dunia 

khususnya di Indonesia, gelombang pandemi yang belum berhenti secara maksimal berdampak 

kepada beberapa aspek kehidupan. Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan segala kehidupan 

global berubah (Nurgiansah & Sukmawati, 2021) salah satunya dalam bidang politik 

demokrasi. Pemerintah Indonesia tetap melaksanakan pilkada di beberapa daerah, Sistem 

politik Indonesia menganut sistem politik demokrasi yang menuntut warga negaranya untuk 

selalu berpartisipasi aktif secara bermutu sebagai bagian dari to be good citizen (Atmaja et al., 

2020).  

Dalam kondisi pandemi seperti ini dipastikan bahwa keadaan tidak sama seperti dulu 

lagi, di mana masyarakat dan penyelenggara harus menerapkan protokol kesehatan guna 

memutus rantai penyebaran dari Covid-19 dan mematuhi aturan yang di terapkan oleh 

pemerintah. Di samping itu dampak dari penyelenggaraan demokrasi di saat pandemi ini 

memunculkan beberapa kajian penelitian tentang bagaimana efektifitas pilkada di tengah situasi 

pandemi ditinjau dari aspek partisipasi masyarakat dan pelanggaran yang masih terjadi. 

Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu 

(Suharyanto, 2014). Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik mutlak dilakukan 

meskipun saat pandemic Covid-19 masih berlangsung. Terbukanya partisipasi politik 

merupakan sarana yang paling baik bagi kepemimpinan politik (Arief,  2010). 
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Penelitian Ank Michels menunjukkan partisipasi warga negara memiliki efek positif 

pada system demokrasi, karena meningkatkan pengetahuan individu, keterampilan dan 

keterlibatan warga negara dalam mempengaruhi dan mengendalikan kebijakan (Michels, 2011). 

Sementara itu, Hanafi membuktikan peran partai politik dalam pilkada langsung, melakukan 

proses pencalonan elitis dan perekrutan calon yang buruk (Hanafi, 2014). Selain itu, hasil 

penelitian Albar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pemilu dipengaruhi oleh 

kesadaran politik, kepercayaan terhadap pemerintahan, sosial dan ekonomi (Nasution, 2019). 

Kondisi tersebut dapat dicermati bagaimana efektivitas pilkada serentak tahun 2020 di tengah 

pandemi Covid-19. Integritas pemilu dapat dilakukan apabila didasarkan pada kepastian hukum 

sesuai dengan prinsip pemilu yang demokratis. Dengan demikian, integritas pemilu dapat 

dilihat dari kegiatan pemilu yang menghindari praktik manipulasi, seperti penghitungan suara, 

pendaftaran pemilih ilegal, intimidasi terhadap pemilih yang bertentangan dengan semangat 

UU Pemilu atau tidak sesuai dengan prinsip demokrasi (Surbakti, 2010). 

Oleh karena itu, kelanjutan pilkada serentak tahun 2020 harus mengedepankan 

integritas untuk menjaga kedaulatan rakyat. Dengan demikian, upaya pemerintah untuk 

melanjutkan tahapan pilkada dengan melakukan protokol kesehatan, sebagai langkah yang 

efektif dan responsif dalam menghambat penyebaran Covid-19 yang semakin meluas. Dengan 

demikian, pendidikan politik harus terus dilakukan agar meningkatkan pengetahuan dan 

partisipasi warga di tengah pandemi Covid-19. Sementara itu, efektivitas juga penting 

diperhatikan sebagai alat untuk mengukur keberhasilan kebijakan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya (Robbins, 1994). Upaya untuk menilai efektivitas suatu kebiajakan, 

antara lain: kegunaan kebijakan dalam menjawab masalah, akurasi SDM yang dibutuhkan, 

biaya untuk menunjang keberhasilan kebijakan, akuntabilitas terhadap pelaksanaan kebijakan, 

ketepatan waktu dalam menjalankan kebijakan (Handoko, 2008). Berdasarkan permasalahan 

tersebut, peneliti tertarik menganalisis efektivitas pelaksanaan pilkada serentak 2020 di masa 

pandemi. 

METODE  

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan mengumpulkan berbagai 

artikel terkait pelaksanan pemilihan kepala daerah dan hubungannya dengan pandemi Covid-

19. Peneliti memakai data sebanyak 18 artikel baik jurnal ataupun berita dalam kurun 3 tahun 

terakhir dengan kaitanya mengenai pandemi Covid-19, pemilihan kepala daerah dan partisipasi 

masyarakat. Setelah mengumpulkan data, kemudian peneliti menganalisisnya dan menyusun 

hasil literature review secara sistematis. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pemilu menjadi instrumen penting dalam pelaksanaan pemerintahan yang demokratis 

(Thamrin, 2020). Namun, kelanjutan pilkada 2020 disebabkan Pemerintah Indonesia menilai 

penyebaran Covid-19 telah menurun (Azanella, 2020). Padahal sejauh ini kasus Covid-19 terus 

meningkat hingga 344.749 jiwa pada tanggal 14 Okotober 2020 (Handayani, 2020). Oleh 

karena itu, pandemi Covid-19 telah berpengaruh besar terhadap kegiatan demokrasi politik 

elektoral. Terlebih lagi, pilkada 9 Desember 2020 memberikan dampak yang cukup besar 

terhadap hak dan kewajiban warga di wilayah tersebut. Dengan demikian, demokrasi politik 

elektoral di masa pandemi dengan pemerintah untuk memperbaiki krisis di daerah penting 

untuk dilakukan. 
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Gambar 1. Jumlah Terpapar Covid-19 Di Indonesia (Covid19.go.id, 2020) 

 

Melihat sisi lain negara, pemilu yang terkena dampak pandemi Covid-19 mengutip data 

International IDEA yang menunjukkan 47 negara di dunia telah menunda pemilu. Kondisi ini 

terjadi di berbagai negara di benua Eropa, Asia dan Afrika yang mencakup pemilihan eksekutif 

dan legislatif (Afrianto, 2020). Mengingat pandemi Covid-19 telah mengakibatkan segala 

kehidupan global berubah (Nurgiansah & Sukmawati, 2021). Namun, Korea Selatan tetap 

menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi yang dipengaruhi berhasil menekan angka 

kematian dan menghambat penyebaran Covid-19 (Berty, 2020). Keberhasilan Korea Selatan 

memicu pemerintah Indonesia untuk memulai kembali pilkada 2020 pada 9 Desember melalui 

rancangan uji publik Peraturan KPU tentang perubahan ketiga atas PKPU 15/2019 tentang 

tahapan, program dan jadwal Pilkada (Metrotvnews.com, 2020). Oleh karena itu, pakar pemilu 

Adhy Aman mengingatkan kembali kepada KPU untuk tidak secara sepihak menyelenggarakan 

pilkada 2020, melihat penanganan Covid-19 di Indonesia belum efektif dan status pandemi oleh 

WHO belum dicabut (Salabi, 2020a). Terlebih lagi, pengamat pemilu Hadar Nafis Gumay, 

menilai kesiapan KPU RI untuk pilkada 2020 di tengah pandemi masih sangat minim. 

Penghematan tersebut, didasarkan pada angka kematian dan kebutuhan waktu untuk 

membentuk regulasi dalam melaksanakan pilkada dengan protokal kesahatan (Salabi, 2020). 

Dampak positif dan dampak negatif tetap diselenggarakannya pilkada serentak 2020 di 

tengah pandemi Covid-19 Pemilihan Umum / pemilu merupakan konsekuensi logis dari negara 

demokrasi, dan demokrasi adalah cara aman untuk mempertahankan kontrol atas negara 

hukum. Pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia 

adalah negara hukum yang demokratis. Demokratis berarti kedaulatan berada di tangan rakyat 

dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan tetap diselenggarakannya pilkada 

serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 ini dengan aturan yang berlaku tentunya memiliki 

dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain: 

Amanat Regulasi Yang Berlaku Tetap Terlaksana 

Dengan diselenggarakannya pilkada serentak tahun 2020 berarti pula merupakan 

pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 

ayat 6 dapat terlaksana yang mana berbunyi “Pemungutan suara serentak Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 

2015 dilaksanakan pada bulan September tahun 2020. 
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Hak Konstitusional Peserta Pilkada Dan Masyarakat Tetap Terpenuhi  

Implementasi dari kedaulatan rakyat salah satunya ialah dengan diselenggarakannya 

pemilihan umum. Mengingat tahun 2020 ini Indonesia akan menyelenggarakan pilkada 

serentak, maka pilkada serentak ini harus tetap dilaksanakan walaupun berada ditengah-tengah 

wabah pandemi Covid-19 namun tentunya juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Pilkada 

serentak ini merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat 

prinsipal, maka dari itu dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sudah 

seharusnya pemerintah menjamin terlaksananya pilkada serentak tahun 2020 apalagi sudah 

seharusnya pula pemerintah menjamin agar pelaksanaan pilkada serentak jangan sampai 

tertunda lebih lama lagi. Terkait penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang Undang 

Dasar NRI Tahun 1945, merupakan salah satu dasar dari segala bentuk konstitusi bangsa 

Indonesia.  

Mengurangi Praktik Kepemimpinan Pemerintah Daerah Yang Terlalu Banyak Dipimpin 

Oleh Pejabat Sementara  

Kewenangan yang dimiliki oleh pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) sangat 

terbatas. Hal tersebut tidak memungkinkan mereka dapat mengambil kebijakan yang strategis. 

Artinya para pejabat sementara tidak dapat mempunyai wewenang untuk membuat aturan yang 

mana sangat penting sekali diberlakukannya aturan yang dapat menyelesaikan persoalan di 

masa pandemi COVID-19 ini dan juga dianggap kurang efektif karena kewenangan yang 

dimiliki oleh pejabat sementara sangat terbatas, sehingga akan memperlambat kinerja. Kepala 

daerah dan wakil kepala daerah bukan sekadar simbol pemerintahan, tapi gubernur, wali kota 

atau bupati memiliki kewenangan yang lebih powerful, misalnya dalam bidang penataan 

organisasi birokrasi, SDM atau kepegawaian maupun soal alokasi anggaran untuk 

merealisasikan janji-janji kampanyenya pada rakyat yang telah memilihnya. 

Mencegah Pembengkakan Anggaran  

Dampak lain yang perlu dipikirkan lagi jika pelaksanaan pilkada tahun 2020 ini ditunda 

adalah pembengkakan biaya. Pembengkakan biaya yang dimaksud yaitu baik dari pemerintah 

maupun dari pasangan-pasangan calon kepala daerah yang mana sudah banyak mengeluarkan 

biaya operasional dalam melalukan sosialisasi dan persiapan lainnya guna keperluan pilkada. 

Anggaran yang telah dicairkan pada tahun 2020 akan terbuang sia-sia karena lewat tahun 

anggaran. Dampak positif tersebut akan terwujud apabila penyelenggaraan pilkada serentak 

2020 ini dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan baik. Selain 

dampak positif, dengan diselenggarakannya pilkada juga membuat kekhawatiran sehingga ada 

potensi menimbulkan dampak negatif , antara lain : 

Risiko Penularan Covid-19 Semakin Tinggi  

Dengan tetap diselenggarakannya pilkada ini memang tidak dapat dipungkiri sangat 

berpotensi memunculkan kerumunan-kerumunan massa yang mana hal tersebut berpotensi 

mengakibatkan penularan Covid-19 sangat tinggi. Pilkada di masa pandemi mempunyai risiko 

yang besar. Seperti yang telah dilakukan masyarakat pada hari pertama pendaftaran pasangan 

calon pada tanggal 4 September lalu, banyak pasangan calon di berbagai daerah memancing 

kerumunan dengan melakukan konvoi yang kebanyakan tidak memperhatikan protokol 

kesehatan Covid19. Selain itu, penataan ruang yang kurang luas dalam pilkada juga dapat 

menimbulkan kerumunan warga. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan yang ketat oleh 

petugas setempat agar masyarakat mampu mematuhi protokol kesehatan. 
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Berpotensi Adanya Praktik Kecurangan Yang Semakin Rawan  

Dengan tetap diselenggarakannya pilkada tahun 2020 tentunya akan membuat 

kekhawatiran terhadap potensi terjadinya praktik kecurangan. Sebagai contoh adanya potensi 

politik uang yang semakin marak di tengah kondisi pandemi. Perekonomian yang melemah 

berdampak banyak warga yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal 

tersebut ditakutkan para pemilih memilih calon kepala daerah tanpa mempertimbangkan 

kualitas yang baik hanya karena diiming-imingi uang saja yang bahkan jumlahnya pun tidak 

seberapa. Selain itu, potensi pelanggaran pada hari pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 ini 

dapat berpotensi terjadi pada tiga tahapan pilkada, yaitu pada tahapan pemungutan, 

penghitungan dan rekapitulasi. Terutama pada tahapan rekapitulasi adalah pembukaan kotak 

suara di luar ketentuan, pemungutan di tengah pandemi Covid-19 ini menggunakan hal baru di 

dalam hal penggunaan teknologi dan ditakutkan adanya penyalahgunaan dalam penggunaan 

teknologi tersebut.  

Penolakan Pilkada Berpotensi Meningkatkan Angka Golput 

Keputusan pemerintah terkait penyelenggaraan pilkada mendapatkan protes oleh 

beberapa masyarakat. Dikhawatirkan dengan tetap dilaksanakannya pilkada serentak tahun 

2020 ini diprediksi akan berpotensi memunculkan masyarakat yang tidak menggunakan hak 

pilihnya dengan bijak atau biasa disebut dengan istilah golput (Golongan Putih) karena alasan 

kesehatan dan keselamatan warga. Menjadi Golput boleh jadi adalah pilihan yang paling 

rasional mengingat kesehatan dan keselamatan publik tengah terancam di tengah situasi wabah 

Covid-19 yang sangat membuat resah. 

Berdasarkan asumsi dampak positif dan negatif penyelenggaraan pilkada serentak tahun 

2020 di atas, memiliki hasil positif yang riil yaitu penelitian terhadap penyelenggaraan 

pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dilaksanakan pada Hari Rabu 9 Desember 2020. Meskipun pandemi Covid-19 

sedang berlangsung, hal ini tidak menyurutkan partisipasi masyarakat Kabupaten Sleman dalam 

menyalurkan suaranya. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 Kecamatan dan mayoritas 

memenangkan pasangan Kustini Danang Maharsa sebagai Bupati Kabupaten Sleman, berikut 

rekapitulasi suaranya: 

 
Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Bupati Sleman 2020-2025 (Nurgiansah, T. H., (2021).  
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Masyarakat Kabupaten Sleman beranggapan sudah terbiasa beraktivitas seperti    

biasanya karena hal yang terpenting adalah menjaga imunitas tubuh agar tidak terpapar virus.  

Mereka juga berkeyakinan bahwa dengan turut berpartisipasi dalam  politik di tengah  pandemi  

dapat meningkatkan imunitas karena berpandangan positif dan menghilangkan kekhawatiran     

berlebih terhadap penularan virus, berpartisipasi aktif secara bermutu sebagai bagian dari to be 

good citizen (Atmaja et al., 2020). Masyarakat Kabupaten Sleman sangat aktif melibatkan diri 

dalam kegiatan pilkada ini. Di mulai dengan mengawal proses pendaftaran pasangan calon ke 

Komisi Pemilihan Umum, dilanjutkan dengan pengundian nomor urut, partisipasi di masa  

kampanye, turut serta mengawal pemungutan suara, sampai terpilihnya pemenang.  

Kemudian pilkada yang diadakan Kabupaten Indragiri Hulu secara substansi belum 

memenuhi dimensi pemilu yang berkualitas. Kondisi yang terjadi bertolak belakang dengan 

argument Norris dkk. (2013) yang menjelaskan bahwa pemilu yang berkualitas atau 

berintegritas dilakukan secara demokratis dalam setiap tahapannya. Hal ini diindikasikan 

dengan belum terwujudnya pilkada yang dilaksanakan secara bebas dan adil, masih didapatinya 

praktik money politic atau politik uang, penerapan protokol kesehatan dalam pilkada di masa 

pandemi juga belum dilaksanakan secara optimal. Namun, dibalik permasalahan tersebut masih 

terdapat hasil yang positif dalam perhelatan pilkada 2020, yakni meningkatnya partisipasi 

politik masyarakat. Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada 

setiap individu (Suharyanto, 2014). Pilkada yang berkualitas dan berintegritas merupakan 

cerminan dari keberhasilan demokratisasi di tingkat lokal. Terbukanya partisipasi politik 

merupakan sarana yang paling baik bagi kepemimpinan politik (Arief, 2010). Bukti dari pilkada 

Indragiri Hulu Tahun 2020 memberikan pelajaran bagaimana pemilu yang berkualitas dan 

berintegritas perlu disandarkan dari nilai-nilai keadilan, netral dan bebas dari pengaruh 

kepentingan politik apapun, serta menghindari praktik politik uang yang merusak nilai-nilai 

demokrasi. Sementara itu, kepatuhan atas regulasi pilkada khususnya pada era pandemi seperti 

saat ini menjadi sebuah keharusan yang dilakukan agar seluruh komponen masyarakat terhindar 

dari ancaman Covid-19. 

 

 

KESIMPULAN 

 

Efektifitas pelaksanaan pilkada di tengah pandemi dengan tetap mematuhi protokol 

kesehatan pada pengiimplementasianya mendapatkan antusias yang positif dari warga 

masyarakat dengan anggapan mengurangi kekhawatiran berlebih terhadap penularan virus, 

sehingga pelaksanaan demokrasi dapat dilaksanakan dengan sesuai. Kewaspadaan juga perlu 

diperhatikan dalam pengimplementasian pemilu ke depannya supaya praktik dari politik uang 

tidak terjadi ketika pemilu dan dampak negatif yang diwaspadai bisa menjadi bahan untuk 

evaluasi pelaksanaan pemilu selanjutnya. 
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